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protection and legal certainty for couples involved in unregistered marriages
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Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu aspek sosial dan hukum yang memiliki kedudukan penting
dalam kehidupan masyarakat Indonesia, perkawinan tidak hanya sebagai ikatan lahir dan batin antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, tapi perkawinan
juga menimbulkan berbagai akibat hukum yang berkaitan dengan status suami istri, hak dan kewajiban
dalam keluarga, kedudukan anak, serta hak-hak keperdataan lainnya. Oleh karena itu, melalui peraturan
perundang-undangan negara telah mengatur bahwa setiap perkawinan tidak hanya harus dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan agama masing-masing, akan tetapi juga wajib dicatatkan kepada lembaga yang
berwenang agar memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum.

Akan tetapi praktiknya masih banyak masyarakat Indonesia yang melangsungkan perkawinan
secara sirri atau tidak mencatatkan perkawinannya kepada negara, nikah sirri umumnya dilakukan
karena berbagai faktor yang melatar belakanginya, seperti karena faktor ekonomi, kurangnya
pemahaman hukum, faktor budaya, keinginan untuk menghindari prosedur administratif, maupun

alasan pribadi lainnya. Meskipun perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum agama apabila
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telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan
pasangan suami istri tidak memiliki bukti autentik yang dapat digunakan untuk memperoleh pengakuan
hukum dari negara.

Kondisi demikian rentan menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama ketika terjadi
sengketa dalam rumah tangga, perceraian, pembagian harta bersama, penetapan status anak, hak waris,
maupun pemenuhan hak-hak lainnya terhadap perempuan dan anak, tidak tercatatnya perkawinan
sering kali menempatkan istri dan anak dalam posisi yang merugikan karena kesulitan memperoleh
perlindungan hukum dan akses terhadap hak-hak keperdataan yang dijamin oleh peraturan perundang-
undangan, sehingga tujuan hukum untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi
seluruh warga negara menjadi sulit direalisasikan.

Langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut, sistem hukum Indonesia memberikan
mekanisme itsbat nikah melalui pengadilan agama, itsbat nikah merupakan proses untuk menetapkan
sahnya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum Islam tetapi belum dicatatkan
secara resmi oleh negara, sehingga pasangan yang sebelumnya menikah secara sirri dapat memperoleh
pengakuan hukum atas perkawinannya sehingga memiliki dasar hukum untuk melakukan pencatatan
perkawinan dan memperoleh berbagai hak keperdataan yang melekat pada status perkawinan tersebut
melalui penetapan pengadilan.

Keberadaan itsbat nikah memiliki arti penting sebagai salah satu instrumen perlindungan
hukum, khususnya bagi pasangan nikah sirri yang menghadapi hambatan dalam memperoleh kepastian
hukum atas status perkawinannya. Selain memberikan legalitas terhadap hubungan suami istri, itsbat
nikah juga berfungsi guna melindungi hak-hak perempuan dan anak, menjamin kepastian status hukum
keluarga, serta mencegah timbulnya berbagai sengketa keperdataan yang akan terjadi di kemudian hari,
dengan demikian mekanisme itsbat nikah tidak hanya berperan sebagai sarana administrasi hukum,
tetapi juga sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negara yang belum memperoleh
pengakuan hukum atas perkawinannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan itsbat
nikah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pasangan nikah sirri di Indonesia serta mengkaji
efektivitasnya dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak
yang terlibat dalam perkawinan sirri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya

peningkatan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait itsbat
nikah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pasangan nikah sirri di Indonesia. Pendekatan ini
digunakan untuk memahami konsep, prinsip, serta ketentuan hukum yang mengatur kedudukan dan
fungsi itsbat nikah dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan yang

perkawinannya belum tercatat secara resmi.
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Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam mengenai kedudukan itsbat
nikah dalam sistem hukum Indonesia serta menganalisis perannya dalam menyelesaikan berbagai
permasalahan hukum yang timbul akibat praktik nikah sirri.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, meliputi: Undang-
Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan
dengan perkawinan dan itsbat nikah

2. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum
primer, meliputi: Buku-buku ilmiah, Jurnal hukum, Hasil penelitian terdahulu, Artikel ilmiah

dan literatur lain yang berkaitan dengan itsbat nikah dan perlindungan hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:
1. studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mengkaji,
dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku,

jurnal, serta dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan
mengolah, menginterpretasikan, dan menganalisis data yang telah diperoleh secara sistematis untuk
kemudian ditarik kesimpulan mengenai peran itsbat nikah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi

pasangan nikah sirri di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Islam, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan
yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh sebab itu, pernikahan
tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis secara halal, tetapi juga bertujuan
menjaga keturunan, kehormatan, serta kesejahteraan keluarga. Dalam hukum Islam, perkawinan
merupakan akad yang kuat (mitsaqan ghalizhan) untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddabh,
dan rahmah. Keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah
ditetapkan syariat [slam.(Setyawan 2024) Dasar hukum perkawinan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an
yang salah satunya terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21

(332808 o ¥ s 51 a5 850 A0 s el 30T 531 053 41 B8 ) o

Artinya: Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di
antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Penggalan ayat tersbut menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia
memperoleh ketenangan serta menumbuhkan rasa kasih dan sayang dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pengertian perkawinan telah diatur dalam Pasal

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah melalui Undang-Undang
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Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan
batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga
yang bahagia, kekal, serta berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian,
perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum antara dua individu, tetapi juga sebagai
sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis serta mendukung terciptanya kehidupan sosial yang
baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus memenuhi ketentuan agama
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memperoleh pengakuan serta perlindungan
hukum.

Sedangkan menurut hukum Islam, suatu perkawinan sudah dinyatakan sah apabila seluruh
rukun dan syarat nikah telah terpenuhi. Rukun dan syarat tersebut mencakup calon suami, calon istri,
wali nikah, dua orang saksi, mahar, serta ijab dan qabul yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat.
Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, perkawinan memperoleh status hukum yang sah sehingga

menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi kedua belah pihak sebagai suami dan istri.

Pengertian Nikah Sirri dan Faktornya
Nikah sirri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam,

dengan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun perkawinan ini tidak dicatatkan pada
lembaga yang berwenang sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Secara etimologis, kata sirri berasal dari bahasa Arab sirrun yang berarti rahasia atau tersembunyi.
Dalam pemaknaannya, istilah nikah sirri digunakan untuk menyebut perkawinan yang dilakukan sah
secara agama tetapi tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara karena tidak melalui proses
pencatatan perkawinan.

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat
perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan
gabul. Namun, dalam perspektif hukum positif di Indonesia, sahnya suatu perkawinan tidak hanya
ditentukan oleh hukum agama, tetapi juga harus dibuktikan melalui pencatatan perkawinan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan pasangan yang menikah secara sirri tidak
memiliki akta nikah sebagai bukti autentik atas hubungan perkawinannya. Akibatnya, muncul berbagai
persoalan hukum yang berkaitan dengan status perkawinan, hak-hak keperdataan suami istri,
kedudukan anak, hak waris, serta perlindungan hukum dari negara. Apabila terjadi perselisihan,
perceraian, atau sengketa mengenai harta bersama, pihak yang dirugikan akan mengalami kesulitan
dalam membuktikan adanya hubungan perkawinan di hadapan hukum, kondisi demikian membuktian
bahwa pentingnya pencatatan perkawinan sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan
perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga.

Praktik nikah sirri masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, Fenomena ini
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatar belakanginya, diantara faktor-faktor yang

melatarbelaknginya adalah:

Lexislamica



156

Pertama, faktor ekonomi. Sebagian masyarakat memilih melakukan nikah sirri karena
beranggapan bahwa biaya pencatatan perkawinan atau penyelenggaraan pernikahan resmi tergolong
mahal. Kondisi ekonomi yang terbatas mendorong pasangan untuk melangsungkan perkawinan secara
sederhana tanpa melalui prosedur administrasi yang lengkap, hal ini menyebabkan perkawinan
dilangsungkan secara agama tanpa didaftarkan kepada lembaga yang berwenang, sehingga status
perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian secara hukum negara.

Kedua, faktor minimnya pemahaman literasi hukum. Masih terdapat masyarakat yang
menganggap bahwa sahnya suatu perkawinan cukup ditentukan oleh hukum agama sehingga
pencatatan perkawinan dianggap tidak terlalu penting. Pemahaman tersebut menyebabkan banyak
pasangan mengabaikan aspek legalitas perkawinan menurut hukum negara, pencatatan perkawinan
memiliki peran penting sebagai bukti hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi
suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sehingga ketika terjadi permasalahan
hukum di kemudian hari mereka sering mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-haknya secara
hukum.

Ketiga, faktor budaya dan tradisi. Di beberapa daerah di Indonesia praktik nikah sirri telah
menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat setempat, pengaruh tokoh agama sering kali lebih
dominan dibandingkan kesadaran terhadap pentingnya pencatatan perkawinan, kondisi ini membuat
masyarakat cenderung mengikuti kebiasaan yang telah berlangsung turun-temurun tanpa
mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan pencatatan perkawinan
sering dipandang sebagai hal yang tidak begitu penting meskipun memiliki manfaat penting dalam
memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Keempat, faktor administratif. Sebagian pasangan mengalami kesulitan dalam memenuhi
persyaratan administrasi perkawinan, seperti ketiadaan dokumen kependudukan, perbedaan domisili,
atau hambatan yang lainnya, kondisi tersebut mendorong mereka untuk memilih jalur nikah sirri
sebagai alternatif yang dianggap lebih mudah meskipun berisiko menimbulkan permasalahan hukum di
kemudian hari.

Kelima, faktor pribadi dan sosial. Nikah siri juga sering dilakukan untuk menutupi perkawinan
tertentu, seperti perkawinan poligami tanpa izin, perkawinan usia dini, atau alasan lain yang tidak
memungkinkan pasangan melangsungkan perkawinan secara resmi sesuai ketentuan hukum yang
berlaku, dalam hal ini nikah sirri dilakukan untuk menghindari prosedur hukum atau penolakan dari
pihak keluarga maupun masyarakat yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum,
terutama terkait status perkawinan, hak istri, dan perlindungan terhadap anak yang lahir dari
perkawinan tersebut.

Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa fenomena nikah sirri tidak hanya berkaitan
dengan aspek keagamaan saja tapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan hukum
yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya edukasi hukum serta
peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk
meminimalisir praktik perkawinan yang tidak tercatat dan mengurangi berbagai dampak hukum yang

akan timbul.
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Reposisi Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Menurut perspektif hukum Islam, Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya

rukun dan syarat nikah, Para ulama sepakat bahwa rukun nikah meliputi calon suami, calon istri, wali
nikah, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan qabul. Selama rukun dan syarat tersebut terpenuhi, maka
akad nikah dianggap sah menurut syariat Islam meskipun tidak dicatatkan oleh lembaga negara. Oleh
sebab itu, nikah sirri yang dilaksanakan sesuai ketentuan fikih pada dasarnya dipandang sah dan
menimbulkan hukum keagamaan berupa halalnya berhubungan bagi pasangan suami istri, kewajiban
nafkah, hak waris, dan berbagai konsekuensi lainnya.

Namun, dalam hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan unsur yang sangat
penting. Hal ini dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dinilai sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan
wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan
bahwa negara tidak hanya menekankan aspek keagamaan, tetapi juga aspek administratif sebagai
bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perkawinan.

Konsekuensi tidak adanya pencatatan yaitu tidak memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna di hadapan hukum. Suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut sering
mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum terkait hak-hak keperdataan, seperti
pembuatan akta kelahiran, pembagian warisan, hak nafkah, maupun penyelesaian sengketa perkawinan
di pengadilan. Meskipun nikah sirri dapat dinilai sah menurut hukum Islam ketika terpenuhi syarat dan
rukunnya, perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan administratif yang memadai dari negara
karena tidak tercatat secara resmi.

Perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai nikah sirri
menunjukkan adanya dualisme dalam penentuan status perkawinan di Indonesia. Hukum Islam
berorientasi pada terpenuhinya rukun dan syarat akad, sedangkan hukum positif menambahkan unsur
pencatatan sebagai instrumen perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh anggota
keluarga. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan tidak dimaksudkan untuk menentukan sah atau
tidaknya akad menurut agama, melainkan untuk memberikan jaminan legalitas serta perlindungan hak-

hak keperdataan yang timbul akibat perkawinan tersebut.

Urgensi Itsbat Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri
Itsbat nikah merupakan mekanisme hukum yang diberikan oleh negara melalui Pengadilan

Agama untuk menetapkan keabsahan suatu perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat
Islam tetapi belum tercatat secara resmi. Bagi pasangan yang melakukan nikah sirri, itsbat nikah
memiliki urgensi yang sangat penting karena berfungsi sebagai sarana memperoleh pengakuan hukum
atas perkawinan yang telah dilaksanakan. Melalui itsbat nikah, perkawinan yang sebelumnya hanya
diakui secara agama memperoleh legitimasi hukum dari negara sehingga memiliki kekuatan hukum
yang dapat digunakan sebagai dasar dalam berbagai hubungan keperdataan. Tanpa adanya pengakuan
tersebut, pasangan nikah sirri sering menghadapi berbagai kesulitan dalam membuktikan status

perkawinannya di hadapan hukum.
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Selain memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan, itsbat nikah juga menjadi dasar
bagi pasangan untuk memperoleh buku nikah. Buku nikah merupakan dokumen autentik yang
membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah menurut hukum. Setelah permohonan itsbat
nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, pasangan dapat mencatatkan perkawinannya pada Kantor
Urusan Agama (KUA) sehingga memperoleh buku nikah sebagai bukti resmi perkawinan. Keberadaan
buku nikah sangat penting karena menjadi syarat dalam berbagai urusan administrasi dan pelayanan
publik yang berkaitan dengan status keluarga.

Urgensi berikutnya adalah untuk menjamin tertib administrasi kependudukan. Dalam sistem
administrasi negara, berbagai dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran
anak, perubahan status perkawinan pada KTP, serta berbagai dokumen hukum lainnya mensyaratkan
adanya bukti perkawinan yang sah dan tercatat. Oleh karena itu, itsbat nikah berperan sebagai
instrumen yang menghubungkan keabsahan perkawinan menurut agama dengan pengakuan
administratif oleh negara. Dengan adanya pencatatan yang didahului oleh itsbat nikah, pasangan dan
anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut memperoleh kepastian status hukum dalam
administrasi kependudukan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa itsbat nikah memiliki kedudukan yang
sangat strategis bagi pasangan nikah sirri. Itsbat nikah tidak hanya memberikan pengakuan hukum
terhadap perkawinan dan memungkinkan diterbitkannya buku nikah, tetapi juga menjamin tertib
administrasi kependudukan serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak suami, istri, dan
anak. Oleh karena itu, itsbat nikah menjadi solusi hukum yang penting untuk mewujudkan kepastian

hukum dan kemaslahatan keluarga dalam sistem hukum Indonesia.

Itsbat Nikah terhadap kepastian dan manfaat pada Hukum Keluarga
Itsbat nikah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum bagi

keluarga yang sebelumnya melangsungkan perkawinan secara sirri. Penetapan itsbat nikah oleh
Pengadilan Agama menjadikan perkawinan yang semula hanya diakui secara agama memperoleh
pengakuan hukum dari negara. Dengan adanya pengakuan tersebut, keluarga memperoleh kepastian
status hukum yang menjadi dasar bagi lahirnya berbagai hak dan kewajiban keperdataan. Kepastian
hukum ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada suami dan istri, tetapi juga kepada anak-anak
yang lahir dari perkawinan tersebut.

Salah satu manfaat utama itsbat nikah adalah memudahkan pengurusan akta kelahiran anak.
Dalam praktik administrasi kependudukan, akta kelahiran merupakan dokumen penting yang
menunjukkan identitas dan hubungan hukum seorang anak dengan orang tuanya. Bagi anak yang lahir
dari perkawinan sirri, ketiadaan bukti perkawinan yang sah sering menimbulkan hambatan dalam
pencantuman identitas ayah pada akta kelahiran. Melalui itsbat nikah, status perkawinan orang tua
memperoleh pengesahan hukum sehingga menjadi dasar yang kuat bagi penerbitan akta kelahiran anak
dan pemenuhan hak-hak sipil lainnya.

Selain itu, itsbat nikah juga memberikan kepastian terhadap hak waris. Dalam hukum
kewarisan Islam maupun hukum positif Indonesia, hubungan kewarisan sangat bergantung pada adanya

hubungan keluarga yang sah menurut hukum. Penetapan itsbat nikah memperjelas status suami, istri,
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dan anak sebagai ahli waris yang memiliki hak untuk menerima bagian warisan sesuai ketentuan yang
berlaku. tidak adanya pengesahan perkawinan dapat menimbulkan sengketa mengenai kedudukan ahli
waris dan berpotensi menghilangkan hak-hak tertentu yang seharusnya diperoleh oleh anggota
keluarga.

Manfaat berikutnya adalah perlindungan terhadap hak nafkah. Dengan adanya pengakuan
hukum atas perkawinan melalui itsbat nikah, istri dan anak memperoleh dasar hukum yang kuat untuk
menuntut hak nafkah dari suami atau ayah. Kepastian hukum tersebut menjadi penting terutama ketika
terjadi perselisihan rumah tangga, penelantaran keluarga, maupun perceraian. Itsbat nikah menjadikan
hubungan keluarga dapat dibuktikan secara hukum sehingga hak-hak ekonomi yang menjadi kewajiban
suami tidak dapat diabaikan begitu saja.

Selain hak nafkah, itsbat nikah juga memberikan kepastian hukum terhadap harta bersama
yang diperoleh selama perkawinan. Dalam hukum keluarga Indonesia, harta yang diperoleh selama
masa perkawinan pada prinsipnya menjadi harta bersama yang dapat dibagi apabila terjadi perceraian
atau kematian salah satu pihak. Penetapan itsbat nikah memungkinkan suami dan istri membuktikan
adanya hubungan perkawinan yang sah sehingga hak masing-masing atas harta bersama dapat
terlindungi. Tanpa adanya bukti perkawinan yang sah, pembuktian kepemilikan harta bersama sering
kali sulit dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Lebih jauh lagi, itsbat nikah juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum dalam
penyelesaian sengketa keluarga. Berbagai perkara seperti perceraian, hak asuh anak, nafkah, pembagian
harta bersama, maupun sengketa waris memerlukan bukti adanya hubungan perkawinan yang sah.
Penetapan itsbat nikah memberikan dasar hukum yang kuat bagi hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian,
itsbat nikah tidak hanya berfungsi sebagai legalisasi administratif, tetapi juga sebagai sarana
perlindungan hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak anggota keluarga secara adil.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah memiliki manfaat yang
sangat besar dalam mewujudkan kepastian hukum keluarga, khususnya dalam pengurusan akta
kelahiran anak, pemenuhan hak waris, perlindungan hak nafkah, pengakuan terhadap harta bersama,
serta penyelesaian berbagai sengketa keluarga. Oleh karena itu, itsbat nikah merupakan instrumen
hukum yang penting untuk menjamin perlindungan hak-hak keluarga yang sebelumnya terhambat

akibat tidak tercatatnya perkawinan secara resmi.

Penutup

Hukum pidana Islam merupakan sistem hukum yang memiliki landasan normatif kuat serta tujuan yang
komprehensif dalam menjaga kemaslahatan umat. Melalui pembagian jarimah ke dalam hudud, gisas,
dan ta’zir, hukum pidana Islam tidak hanya menekankan aspek pembalasan, tetapi juga pencegahan,
perbaikan, dan pemulihan. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya selaras dengan tujuan maqasid
al-syari‘ah dan menunjukkan fleksibilitas dalam merespons perkembangan zaman, khususnya melalui

mekanisme ta’zir.
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Dalam konteks kontemporer, penerapan hukum pidana Islam menghadapi tantangan berupa perbedaan
sistem hukum dan tuntutan standar hak asasi manusia internasional. Namun demikian, nilai-nilai
keadilan, proporsionalitas, serta pendekatan restoratif yang terkandung di dalamnya tetap relevan
dalam pengembangan hukum nasional, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana Islam
dapat dipahami bukan hanya sebagai sistem normatif keagamaan, tetapi juga sebagai sumber inspirasi

bagi pembentukan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat modern.
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